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BUKAN SEKEDAR LEMBAGA PEMBERI PERTIMBANGAN :
Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses Legislasi

- Oleh: Bivitri Susanii

Abstrak ' . o
- Ada peribahasa yang mengatakan: tiada rotan akar pun jadi. Peribahasa
*ini agaknya ungkapan yang tepat untuk mengungkap peran Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi. Sebab, “rotan” yang
dibutuhkan - wewenang penuh DPD dalam proses legislasi- tidak dimiliki
oleh DPD. Sudah digariskan dalam konstitusi, wewenang DPD vyang
hanya memberikan pertimbangan dalam keseluruhan fungsi lembaga
perwakilan: legislasi, pengawasan, dan anggaran (budgeter). Sementara
keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR. Makalah ini
diawali dengan mengkritik posisi DPD yang semacam ini. Namun
tentunya apa yang ada di depan mata harus disikapi. Peluang harus
diambil dalam segala keterbarasan yang ada. Kenvataan bahwa
keanggotaan DPD terdiri dari wakil-wakil yung dipilih langsung tanpa
melalui partai, dapat dilihat sebagai suant peluang. DPD harus cerdik
dalam memanfaatkan sistem perwakilan ini, dengan menggunakan
mekanisme yang ada sekarang. Sumber daya yang dimiliki oleh DPD,
baik dalam hal dukungan dana, maupun dukungan kelembagaan juga
dapat dilihat sebagai peluang. Namun untuk dapat memaksimalkan peran
DPDini, diperlukan strategi yang baik. Semua ini harus dilakukan sebagai
bagian dari upaya membangun sistem bikameral yang efektif di masa

yang akan daiang.

I. Pendahuluzn

Pijakan yang tidak kuat akan membuat sulit bagi sesecorang untuk
melangkah lebih jauh. Barangkali inilah yang terjadi ketika keberadaan Dewan

_ Perwakilan Daerah (DPD) dan proses legislasi ingin dibahas dalam satubahasan.

Agak sukar untuk menjelaskan beberapa aspek datam fungsi legislasi DPD
karena masih ada kontroversi seputar keberadaan DPD sendiri. Kontroversi
DPD berkisar pada keberadaannya sebagai bagian dari lembaga perwakilan
rakyat.

Susunan, kedudukan, dan wewenang DPD memang dinyatakan dengan
jelas di dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang
No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Maielis Permusyawaratan
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g _Rakyat Dewan Pemalqlan Rakydt Dewan Perwakﬂan Daerah dan Dewasa
- Pe;wakﬂan Rakyat Daerah (UU 22/2(}03) Namun bﬂa ditilik iebih lan_}ut dan
_ -._dlbandmcrkan dengan teon dan) prinsip- -prinsip mengenai lembaga perwalqlan -

) _sepert; akan dgabarkan lebxh Tanjut di baw1h :tungsx leglslas1 DPD sendiri perlu o

_d;pertanyakan Benarkah DPD memzhki “fungsi lecrlslasf"? Ataukah DPD . '
; .'sesungguhnya hanya merupakdn badan penasehat lembaga Zegxslatxf’?

o : _Pertanyaan d1 atas pellu dltelaah terleb;h dulu untukblsa mehhat baﬁajmana :
o 's&sun gguhnya DPD men;alajman pera_nnya da]am pl oses leg1shsz S

: -Ada dua paudangan mencenm kebe1 adaam DPD Sebavaa baglan dam o

_ par]emen bikameral. Pandanoan pertama menganggap apa yang sudah ada .

- sekarang selayaknya diterima karena sudah digariskan dalam konstitusi.
Pandangan ini bisa jadi dipengaruhi oleh cara pandang yang legal formal atau
oleh pandar_lgan pragmaiis mengenai apa yang harus segera dilakukan pada
saat ini.! Pandangan yang kedua, menganggap bahwa DPD masih jauh dari
harapan akanparlemen bikameral sehingga perln ada perombakan dulu sebelum
bicara ke soal yang lebih teknis.” Di tengah dua pandangan yang berhadapan
ini, ada suatu pandangan lain, yang dapat dilihat lebih sebagai strategi dalam
menyikapi keberadaan DPD yang masih kontroversi. Pandangan int menyatakan

. ketidaksetujuannya dengan disain DPD yang ada di dalam UUD, namun tetap

memperhitungkan kesulitan untuk melakukan perubahan konstitusi untuk kelima

kalinya?

' Pandangan seperti ini wtamanya terlihat dari komentas-komentar dari para politisi di DPR maupun
dari pemeriniah, terutama ketika mengomentasi beberapa kontroversi upaya DPD daiam
mengukuiikan cksisiensinya. Tidak bisa dipungkiri, pandangan ini dikarenakan kepentingan
pelaksanaan wewenang mereka pula, namun sebagai suatu cara pikir, hal inj tetap perlu dicatat. Lihat
misainya komentar Menteri Sekretaris Negara Yusril Thza Mahendra dalam “Presiden Hanya Pidato
di DPR, Kompas, 20 Tuli 2005; komentar Wakil Keaud DPR Zainal Ma'arif dalam “Zainai Ma’ an[
“UPesimis Presiden Akan Hadir” Gatra, 19 Tul 2005, e

? Lihat antara lain Satya Arinanto, “Agar DPID Tak Sekadar ‘Staf Ahli DPR’)” Kompas, 6 Oktober
2004, Riris Katharina, “Mekanisme Kerja DPD dan DPR Dalam Bidang Legislasi,” <httn://
www.narlemen.net/site/Idetails php?euid=bad33b05e44bd8hfS 1b0463f7c{fO245 & docid=1pakar>,
dikutip tanggal 8 Agustus 2005, The Habibie Center, Sumbang Saran duari Simposium UUD 45
Pasca Amandemen Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: The Habibie Center,
200473,

* Pandangan ini banyak dikemukakan dl seminar-serminar, misalnya dalam Seminar tentang “Siasat
Mengoptimalkan Peran Dewan Perwakilan Daerah”, yang diselenggarakan oleh €8IS dan Formappi.
di SIS Jakarta, 27 Mei 2003; Diskusi “Eksisl.cnsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Iadonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Mei
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- Tanpa bexp_réte_risj untuk menjadi terlalu melebar ke mana-mana, makalah
inimencoba untuk berdiri pada posisi di tengah. Penulis berpandangan, konsep
blkameral dalam UUD perlu ditinjau terlebih dulu untuk dapat mengelaborasi

Ieblh Jauh mangenal baﬂfaunana seharusnya peran DPD dalam proses Ieomla& o

Karenaitu, makalah smckat ini akan menjawab tiga pertanyaan penting seputar .
peran DPD dalam pembemukan undang-undang. Pertama, sejauh mana DPD
- mempunyai funcsl legislasi dalam konteks peratran pe1undang-undangan yang
: Se&amno‘? hedua Daoam}dna senaxusnya peran | legislasi DPD yang 1deai°
o Te1 akhn "bacreumana sehamsnya DPD memainkan Jperan yang harus -
chmamkanny’t da]am Lonteks  peraturan pemnddno—undan gan yang sekar. ang‘?

il. Dewan Perwakilan Tanpa Fungsi Legislasi

- Pembicaraan mengenai parlemen bikameral mulai muncul paling tidak
sejak 1998. Semangat pembaruan ketika itu melahirkan beberapa pemikiran
tentang perombakan sistem ketatanegaraan. Mulai dari penyatuan ‘atap’
peradilan, pemilihan presiden langsung, sampai soal parlemen bikameral. Para
pakar hukum tata negara mengemukakan pendapat dalam berbagai forum,
kolom di surat kabar, maupun tulisan di jurnal ilmiah. Penelitian Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2000 menyimpulkan
bahwa pandangan-pandangan mengenai parlemen bikameral yang banyak
dikemukakan pada saat itu dilandaskan pada tiga alasan. Perrama, kebutuhan
dalam pembenahan sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan supremasi
MPR dan adanya anggota-anggota yang tidak dipilih dan tidak efektif (utusan
golongan dan utusan daerah). Kedue, kebutuhan untuk mengakomodasikan
masyarakat daerah secara struktural. Keriga, kebutuhan Indonesia saatini untuk
menerapkan sistem checks and balances dan mendorong demokratisasi.*

Pembicaraan mengenai DPD sudah dimulai sejak amandemen keduapada

“tahun 2000. Pandangan pro dan kontra dari fraksi-fraksi pun bermunculan.
Kebanyakan fraksi yang tidak sepakat menunjuk pada kekuatiran akan
perpecahan bangsa karena sistein bikameralisme merujuk pada sistem yang
kerap diterapkan oleh negara-negara federal. Sebagian fraksi lainnya menyoroti
pentingnya ada lembaga yang berdampingan dengan DPR dalam menjalankan

* Ihid., hlm. 35-36. Libat juga antara lain Asosiasi Hmu Politik Indonesia dan PAH T BP MPR RI,
Usul i’crubaimn UUD 45 Di Bidang Politik,” berdasarkan hasil seminar vang diselenggarakan oleh

Aesastasi-Hr-Petitc-brdomndabekerrsamrdengmm PAH B P PRI April 2000, S6ra

nolulensi-notulensi rapat PAT T BP MPR dan MPR.
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L funcrs; pm'wakﬂan rakyat 3 Kel\uatlran ini d;tambah dengan kenyataan bahwa »
- Iefel ensl mengenal pane}:apa,n dewan yan g mewakili daerah di Indonesia pun
. _:hanya satu, yaitu, Senat yang: ada pada saat diterapkannya Repubilk Indonesia

'___Senkat (Konsmu51RIS 1949) Acuamm semalqnmencuaﬂmnpandanganbahwa______....:. o

| 'blka.mera} yang kuat 1den& dengaﬁ negara federal. - 7
Menank untuk d1catat ketakutan yanc berleblhan akan perpecahan banfrsa 3 '

__'.ma81h saja muncui bahkan ketlkd Pagal 22D UUD yang, menemukan__ o
_-ﬁ_:kebemdaan DPD sudah ditetapkan pada tahun 2001 Anggota Badan Pekerj ja
©MPR (penode }999 2004) dan Utusan Golongan Sudijarto mlsalnya dalam -

' sebuah forum yang diadakan pada buian Maret 2002 menyatakan mengubah
sistern pemakﬂan yang selama‘ini ada dari sistem unikameral menjadi bikameral
berpotensi menghancurkan negara bangsa.® Pada saat itu, ia masih berpendapat,
Pasal 22D akan gugur d‘tlam amandemen berikutnya tahun 2002 karena Pasal
2 (1) UUD tentang Struktur MPR belum berubah.’ -

 Fakta bahwa sebagian besar anggota MPR yang membahas kelahu an
DPD adalah anggota DPR juga berkontribusi terhadap penolakan sistern
bikameral. Dapat dimaklumi, walaupun tidak serta merta dapat dibenarkan,
kehadiran sebuah lembaga baru yang akan menjadi ‘pesaing” dalam hal relasi
pohtik akan ditolak oleh lembaga yang sudah ada.

" Maka, di tengah kontroversi kehadir annya sekitar tahun 2000 sampai
2002 itu, keberadaan DPD yang termuat dalam beber apa pasal dalam UUD
didisain secara limitatif. Tampaknya, ada kompromi-kompromi politik yang
harus diambil karena perbedaan pendapat yang begitu besar. Dikatakan dalam
Pasal 22D UUD :

1. DPD dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

_rancanganundang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

. pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran,

* Lihat Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Sidang Paripurna MPR tanggal 10
Agustas 2000,
¢ “Sistem Bikameral Berpotensi Hancurkan Bangsa,” Kompas, 4 Maret 2002,

T 1bid,
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- dan pé_ng_gabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber
. dayaekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta -
s '_membenl\an pertimbangan kepada DPR atas rancangan undan g-undancr'_

: 'anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- undang B

“yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. -
3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang

s ._.mengenal otonomi daerah , pembentukan, pemekaran dan penggabungani_ :

- daerah, hubun gan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan -

'_'_'.sumber daya ekonomi lamnya peia}xsanaan anggaran pendapatan .d_a_n_
- belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hﬁ$ii

: 'p"eﬁg'ziwasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk_ _

- Seluruh ketentuan ini lantas diperjelas dalam UU 22/2003. Tidak banyak
yang kemudian bisa digali dari proses pembahasan UU 22/2003, sebab dalam
pembahasan, anggota Pansus DPR berargumen bahwa mereka tidak bisa
melangkahi konstitusi. Pada saat itu, PSHK dan Koalisi Organisasi Non-
Pemerintah (Omop) untuk Perubahan UU Politik menyarankan, walau tentu
konstitusi tidak bisa dilanggar, paling tidak dibuat berbagai prosedur yang dapat
menguatkan keberadaan DPD.* Misalnya dalam hal teknis penyampaian
masukan dari DPD dan keterbukaan dalam pembahasan masukan. Dengan
begitu, harapannya, perdebatan bisa dibawa ke ruang publik sehingga kerja
DPD bisa terlibat jelas dan eksistensi DPD dapat dilihat dengan jelas. Namun
usul ini tidak sepenuhnya diterima, Sebuah hasil yang sepatuinya diduga, karena
pembahas UU 22/2003 adalah sebuah lembaga yang eksistensinya bisa
berkurang bila DPD terlalu kuat.

Dikatakan, Indonesia saat ini menerapkan bikameral lemah atau ‘weak
bicameralism’ atau *soft bicameralism’ . Betulkah demikian? Yang terlupakan
-dalam argumen ini adalah bahwa konsep bikameral sendiri sebenarnya fidak -

diterapkan.’

Kata kunci dalam parlemen bikameral adalah ‘kompetisi’ antara dewan
tinggi dan dewan rendah. Kompetisi ini justru yang didorong untuk memunculkan
checks and balances di dalam parlemen itu sendiri. Sebab kebutuhan akan

* PSHK dan Kealisi Omop untuk Perubshan UU Politik (disusun cleh Bivitd Susant, Frai Setyowali,
Reny Rawasita dan Ronald Rofiandri). Kritik das Rancangan Alternatif RUU Tentang Susunan dan
Redudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahan Advokasi RUU Susduk, 2003,

® Lihat juga Biviui Susant, “Lembaga Peswakilan Rakyat Trikemeral, Supremasi DPR dan Sempitnya

Kuang Demokrast Perwakskan: Ts1 dan implikast UU Susduk dan Cermin Carut Marutnya Konstitusi,”
Jurnal e Pemerintehan Edisi 28 {2003,
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adanya «fua dewan dalam saiu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili
kogfs_ﬁm@nsi yang berbeda setungga terjadi proses deliberasi yang lebih baik. !¢ -
Kaﬁ‘enai tupula, biasanya wewenangnya dibuat sedemikian rupa sehinggaada
kelebzha.n dan kekurangan yang didisain berbeda di antara keduanya. Dengan'
begxt '
suatu Jermbaga politik.

i Soainya DPD tidaklah mempunyal ‘*kekuatan konsutusmnal’ untuk

Kalaupun ia dapat mengajukan rancangan undang—undang, kekuatannya pun -
tidakjﬁatlak karena Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD sudah jelas menyatakan,
bahwa kekuasaan legislasi ada pada DPR; dan setiap rancangan undang-undang
dibahas ©leh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.'l
Terlihat j elas, pengambilan keputusan mengenai legislasi hanya dilakukan oleh
DPR dara presiden. DPD dapat ikut membahas, tetapi tidak untuk mengambil
keput&szm Demikian pula dalam hal mengusulkan rancangan undang-undang.
Tata TertibDPR kemudian memang mengatur adanya pembahasan terhad'kp'
rncangan indang-undang usulan DPD, tetapi komisi terkait di DPR dan Badan
Legislatif DPR bisa menolak rancangan tersebut dan tidak diwajibkan untuk
menerimanya.”?

E Begitupula dalam konteks fungsi pengawasan, DPD hanya memberikan
pertimbamgan, yang selanjuimya akan ditindaklanjuti oleh DPR melahii tiga hak

? Dalam berbagal ulasan mengenai praktek demokrasi medern, dikatakan bahwa ada dua model
parlemen bikameral yang berkembang dalam prakiek ketatanegarzan di dunia. Perrgma, model
Westminstes (Inggrisy, di mana lawer house (house of cosmons) muncul sebagai evolusi untuk
menyeimbaragkan kedudukan parlemen di sana, yang pada awalnya hanya terdiri dari para bangsawan

-capat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dau e

ihouse 0)" lo#ds). Semangat unmuX memperkual demokrasi perwakilan bagi semua rakyat menumbzhkan

model ini. Kedna, model bikameral Amerika Serikat di mana kamar kedua muacul sebagai kompromi
politik dalarmn pembentukan negara federal. Negara-negara bagian yang kecit menginginkan representasi
yang lebih kuat dengan adanya kamar perfame yang mewakili wilayah dengan jumlah aaggota yang
wma untuk tap negara bagian, tanpa memperhitungkan fuas wilayah dan jumiah penduduknya.
Mengenai kedun moded ini dan sejarzhnya, likat antara lain: Giovanai Sartori, Comparative
Constitutiorzed Englneering: An Inguiry into Structures, Inceniives, and Ontcones, 2™ ed. {New
York: New “York University Press, 1997); Arend Liiphart, ed., Parliamentary versus Presidential
Govermment (New York: Oxford University Press, 1998).

* Perlu diirn gat, perubahan Pasal 20 tersebut dilakukan sebelem perubahan Pasal 22D, yaita pada
iwhun 1999

“ Peraturan tata tertib DPR tidak secara eksplisit menyatakan bahwa RUU yang diusulkan harus
fibahas dan _ diseruind, Likol, Pesal 132 avar (53 Peramran Tars Tentib Dewan Perwakilan Bakyvat

fepublik indonesia.
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93531 22D UUD pada dasarnya memberikan tiga peran kepada DPD
dalam hal legislasi. Pertame, peran sebagai pengusul rancangan undang-undang
denﬁan subjek terientu y'mg berkaitan dengan daerah. Kedm peran sebagat
belkaltan denﬂan dael ah tanpa Ikut menoambﬂ keputusan Ketz ga perm
seba%u pemben pemmbdngan bagi rancangan undang-undang yang berkaitan
. denoan topﬂotopﬂx yang men}adi urusan pememlmh pusat narun berkaitan
. _'uenodn daerah, ycutu APBN pd_]c}lx penaldikan dan agama. Berdasarkan UU
No. 32 Tahun ’)(}04 tentang Pemc:rmtahan Daerah (LU 32/2004) Pasal 10,
pohtak ]ucu negen pertaha,nan keamanan yust131 moneter dan ilskal nas;onal
56}:‘&}. agama 111empakan wewenzmo pemermmh puswt '

Masmﬁ masmg peran 1111 a}\an dipelajari di bawah, denvan kerangka
mc—:kamsme pemb'lhasan 1ancmgan undang-undang di DPR yang berlaku
sekar: ang, berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundanc—Undangan (UU 10/2004) dan Tata Tertib DPR. Dalam mekanisme
n_n, ada dua tingkat pembahasan. Pembaha_s_an tingkat pertama diadakan dalam
rapf_it kqiﬁisi., répat_Badm_] Legislasi (B aleg) ataupun Panitia Khusus (Pansus).
Sedangkan pembahzisan tingkat dua diadakan dalam Sidang Paripurna DPR
unfuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Setelah disetujui dalam
rapat péripuma, sebuah rancangan undang-undang akan dikirimkan kepada
Sekretariat Negara untuk ditandatangi oleh presiden, diberi nomor, dan
diuﬁdangkan.

1. Peran DPD Sebagai Pengusul Rancangan Undang-Undang

Dinyatakan dalam Pasal 42 UU 22/2003 bahwa DPD mengusulkan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, kepada DPR,
Selanjuinya, dikatakan dalam pasal yang sama, DPR akan mengundang DPD
untuk membahas sesuai Tata Tertib DPR, sebelum DPR membahas rancangan
undang-undang dengan pemerintah,

Pasal ini seakan menegaskan bahwa fungsi legislasi sepenubnya ada pada
DPR, bukan DPD. Ketika DPD diberi wewenang untuk mengusulkan rancanean

undang-undang, wewenang inipun diletaldkan sebelum pembahasan bersama
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den czm pemermtah dimulai (lihat bagan 1) Nammya seakan akan rancangan
undancr—unddn g yancr diusulkan DPD sebagai suatu lembaga sama dengan
'rancangan undanmundang usul inisiatif DPR yang diusulkan oleh suatu alat

“kelengkapan DPR (Badan Legislasi, Komisiatau Gabung’m K0m151) atau tu}uh B

belas orang anggota DPR. .

Tata Temb DPR selanjutnya menegaskan unmk mengajukan sebuah
- rancangan mad&ng—undang, pimpinan DPD menva_npzukcm kepada kﬁtLa DpR -
'jrancancran undang undang beseria nds}mh akademisnya Apabﬂa tidakada
naskah akademlsnya maka cukup menyampaxkan keterangan atau
penjelasannya. Dalam Sidang Paripurna berikutnya setelah RUU diterima oleh
DPR, ketua rapat menyampaikan kepada anggota tentang masuknya RUU
dari DPD dan DPR akan menugaskan Baleg atau Komisi untuk membahas
RUU tersebut bersama DPD Paling lambat lirna belas hari sejak ditugaskan,
Komisi atau Ba}eﬂ yang telah diﬂlnj uk mengundang alat kelengkapan DPD
untuk membahas RUU tersebu.

2. Peran DPD Sebagax Peserta Penibahasan Rancangan Undang-
Undang

Peran DPD sebagai ‘peserta pembahas’ rancangan undang-undang
dinyatakan dalam Pasal 43 UU No, 22/2003. Apabila ada rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah, DPR akan berinisiatif untuk
mengundang DPD pada awal Pembicaraan Tingkat [ sesuai Peraturan Taia

Teriib DPR. Pandangan, pendapat, dan tanggapan DPD dijadikan masukan

unfuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah,

Sama halnya dengan perannya untuk mengusulkan rancan gan undang-
undang, untuk perannya yang satu ini, DPD juga tidak Hempunyai peran yang
penting. Pandangar dari DPD yang didapatkan oleh DPR selama pembdinsan
di atas kertas, sifatnya akan sama dengan pandangan yang didapatkan dari
fraksi-fraksi di dalam DPR.

LA
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'3 ?emn DPD Sekagm ?emheﬂ Pertkmbangan Atas Ram:amgan
’ﬁndm—Un@zmg SRR _ _ _ L

. Daiam hal membenkan pefumban gan terhadap rancangan widan g—undang, i
- 'Pasal sl UU 22/2003 telah mengaturbahwa DPD mem’oenl{an pertimbangan - o
| kepada DPR atas rancangan undang—undanﬁ APBN dan rancangan undangm i
undang yan g berkaitan dengan pajak, pandidtkan dan agama, daiam bentuk
= termhs Pemmbanvfm tertulis diberikan sebelum memasuki ishapan pembabasan -
La antara DPR dan pemenntah dan akan 1‘[161’1] jadi bahan bacl DPR dalam:.. '-
T m@ia}mkan pembahaszm dencran pemunntah - : - e

4 Pemn BPB dalam Perencanaan Legnsiasa

Berdasalkan uu 10/2(}{}41 ada satu tahap penting dalam proses k:gxsidsz
yaﬁu pm‘;es perencanazm yancr dibuat dalam Program Legislasi N asxonal
(Profieonas Pasal 15 ayat (1) Ju EO/ZO(M») Marmun sekali lagi DPR ‘luput’
memperhitungkan keberadaan DPD dalam proses perencanaan legislast.

Dikatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 10/2004 bahwa penyusunan,
Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus
menangan bidang legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi. Sementara itu, dalam
Pasal 17 ayat (1) UU 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa rancangan undang-
undang, baik yang berasal dari DPR, presiden, maupun DPD disusun
berdasarkan Prolegnas. Pasal ini merupakan ketentuan mengenai tahap
pembentukan undang-undang. Sedangkan dalam tahap perencanaan yang diatur
dalam Pasal 15 dan 16, keterlihatan DPD tidak diatur. Pasal 17 ayat (3) UU
10/2004 selanjutya menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau
presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Namun peluang
- penambahan pengusulan RUU ini tidak diberikan kepada DPD.'¢ '

Padahal wewenang DPD untuk mengaukan rancangan undang-undang
(vang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, seria yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah) jelas diakui dalam Pasal 22D ayat
(1) UUD dan Pasal 42 ayat (1) UU 22/2003. Apabila DPD tidak dilibatkan

* Lihat juga PSHEK, “Masukan PSHE Untuk Badan Legislasi DFR Dalam Penyusunan Program
Legislasi Masional,” 11 November 2004
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dari awal, maka akan’ suhi untuk memasukkan Tencana yang dibuat DPD
engenai: rancangan undang~undang yanc munokm diusulkannya Blaganya_
dalam pr. aktek hanya diperbolehkan penambahan 10%-15% topik baru dari

- jumlah daftar RUU dalam Prolegnas.”” Alhasil, bisa jadi usulan-usulan RUU

daﬂ DPD akan Suht tmtuk chtenma ]«_arend udak sesuai dengan Proleenas.

Meskl kOllel‘Ll}s.Sl UU 10/2004 dalam hal Prolegnas ini nyata mengabmkan o
- _kebm ada‘m DPD, Baieg DPR sebacfa" 1Ffmbaoa yang ¢ Jz rahi tanggung jawab

unfuky m@nyusun Px olegnas dalfxm proses penyusunail Pmiegnas padaNovember
20{)4 sampai Februari 2005 Iaiu tetap. mengundang DPD untuk membenkan
masukan. Pada akhirnya, sebagian masukdn DPD diterima, namun Prolegnas
yang dmaszlkan Balegitu masm mendapatkan kritik keras dari DPD karena
dianggap tidak mengikuisertakan DPD.® Dalam masukannya yang diberikan-
secara resmi kepada Baleg DPR, DPD juga pernah menegaskan posisinya
untuk ditkutsertakan dalam perencanaan legislasi. Dikatakan: -

“Oleh karena itu, inisiatif dari Badan Legislasi DPR untuk
mengundang DPD merupakan hal yang baik dan patut diharga.
Namun DPD juga sangai mendorong agar UU No. 10 Tahun 2004
ini segera diubah agar memasukkan DPD dalam proses perencanaan
serta membuka kemungkinan penambahan RUU dalam masa
persiapan pembentukan undang-undang, agar sesuai dengan
ketentuan dalain UUD. "

" Bivitri Susanti dkk, “Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa Sidang DPR
2003-2004.” Laporan Penelitian yang disampaiksn datam Diskusi “Menggugat Prioritas Legislasi
DDPR,” Hotel Indonesia, Jakarta, 2 Sepiember 2003,

¥ “DPD Pertanyakan Status Hukum Prolegnas,” Swara Pembaruan, 2 Februari 2005; “DPD Tak
Akui Prolegnas DPR, Kompas, 3 Februari 2005.

- Dewan Perwalkialan Dacrah Republat Indenesia, “Usulan DPDY kepada Badan Legisiasi DPR untuk

Program Legislasi Nasional.” tanpa ranggal, 2004,
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Bagan 1. Proses Pembentukan UU: RUU Usul DPD
(S_u_mb_er: B Setyowati dkk, Panduan Pemantauan Proses Legislasi
(Jakarta: PSHK, 2005)) '

i PENGUSILAR ALK ] PEKBAHASAN RUU ........____..;
- . ) anfUl | Pemantangan U
o Egn s Neskt - - ettt | o e R o N
] 1 20 Gizrimanys AU, Presiden msnuniuk 1 -
S : Menteri g dugesi mevaid ol -
: : U Pemasiatah dak T
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; in bt
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Gk mambahas RUY daa kastye A 5an Pemeriniah gtag
dEaporan datam Rapat Pasipuma T mandzngan Umum -
? : Frzhel dzn DPD
& Bigtek PR manizashan Korssi atay I
i Badan begislasi urdus membishas U i Pembahasan berdasaren DM
Pengamibizn Bersama Pesrcinizh
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Terherzp ALY 7t ;
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@ DPD mangaiskan Bk K Penddznal akir Fraksl
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Memjempumakan RUU T
¥ 1
U dijuian kepada [ _ _ _|Fengamblan Kemtusan ofeh
Fiemy OrA Rapat Parizuma
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;' . DPD dan upaya pe ] benwikdn bﬂxameral yanﬁ leblh efektxf

: "B__u]mn___Sr;ke_d_z-lr;Lembgga Pemberi Pcnimbangan_.-'-

' 5 ?eiuang dan Sirategi

:dﬁ,pat chtoldk k'uena konstnd\smya sud'xh dltentukan d‘ﬂdm Lonsﬁtum Ndmun B

. _-ﬁspek hukum ydﬂ“ menutup peiuanﬂ penﬁuatzm peran 1661512151 DPD tldak sel ta

Tnerta; menump 1apat penwuat'm secara pohtﬂx. pe; an DPD dala.m proses leolsiasz o
= 3':Ma51h ada ceiahwcehh P oseciurfﬂ antuk men Uuatkan DPD: SECﬂi a polmk yancr_ -
L nantmyd mestz digqbunokan dengan ber bdga} stratem penﬁuatan kefembdgaani BN

: '_alam koniehq tersebut paimg tidak ada dua peluan yanw blSEl.-.--' )
) dlmanfaatkan Per mma Lebmadaan naskah akademik dalam pengusulan B
_rancangan undang—undancr oleh. DPD Naqkah akademik memang tidak
dlwapbk'm dalam UU 10/2004. Namun sebacrmmana disinggung diatas, Tata
Tertib DPR mensyal atkan adanya naskah akademlk atau penjeldsan untuk
disertai dengan rancangan undancr-undang yang dlaJ ukan oleh DrD kepada'
DPR Nask'th akademxk ini dapat dilihat m'mfaatny‘a dari dua aspek '

I)a,u aspek pms es, pembuatan naskflh akademik dapat digunakan untuk -
leblh banyak mendapatkan pandangan masyarakat, dengan memaksimalkan
peran DPD sebagai lembaga perwakilan yang mempunyai basis konstituensi
yang ‘lebih Jelas’ dalam hal wﬁayah yaitu wilayah provinsi. Hal ini juga sejalan
d_e__ngan_ Pasal 53 UU 10/2004 yang menyatakan hak masyarakat untuk
bei'partisipasi dalam.pembentukan undang-undang. Apabila DPD
memaksimalkan unsur partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik
dan rancangan undang-undang, DPD dapat dilihat sebagai lembaga yang mampu
menjadi fasilitator bagi partisipasi masyarakat, yang selama ini didambakan,

: Anggota DPD dapat menggunakan kesempatan kunj ungan kerja untuk
menggali masukan ini. Bukan hanya melalui seminar atau diskusi publik.

Melainkan dengan memperbanyak dialog dan kunj ungan langsung kepada -

pemangku kepentingan (stakeholders) rancan gan undang-undang dimaksud.
Untuk itu semua, dibutuhkan prosedur standar penyusunan naskah akademik
oleh DPD. Sebagai gambaran, untuk dapat memaksimalkan naskah akademik
ini, sejak awal perlu ada analisis pemangku kepentingan: apa masalah sosial
yang dituju oleh rancangan undang-undang dimaksud dan stapa saja yang terkait
dengan masalah tersebut. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan di
sini tidak hanya aparat birokrasi dan universitas, Yang lebih penting lagi adalah

kelompok masyarakat yang akan terkena dampak dari implementasi undan o-
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undang itu nantinya. Lantas masukan dan kritik yang didapat pan harus diolah
_ 'dencan baik, termasulk memberikan respon yang disertal argumentasi apabﬂal

' masukan dan krltlk yancr diberikan dianggap tidak relevan atau tidak perlu :
- d1masukkan dalam r&ncangan undang»-undang tersebut i

~Dari aspek ; subsmnsz adanya naskah aLadem;k akan san Gat membantu

':DPD dalam mempeljumlgkan substansi yang dlancgap pokok dan perlu masuk B

.dafiam rancangan undanmundcmg Naskah akademik j Juga: akaﬂ membamu:_

' dalm hal pembuatan Daftar Inventarisasi M asaiah ( DIM) sebagai. q}ai‘
'--pembahas dengan DPR. Memang hasxlnya nanii akan banyak ter, gantun g pada' :
:keputusan yang diambil DPR dan pemerintah sesuai Pasal 20 UUD. Meski -
begitu, paling tidak DPD akan dapat mempergunakan metode-metode hubungan’
masyarakat (humas atau public relation) untuk terus mengkomunikasikan
diskusi yang terjadi selama pembahasan dengan DPR. Perlu ada transparanst .
yang baik serta kemampuan humas yang baik. Dengan demikian, perdebatan
juga dibawa ke ruang publik. Masyarakat kemudian dapat menilai sendiri.
seberapa maksimal DPD telah memperjuangkan kepentingan masyarakat dan
seberapa responsif DPR terhadap masukan yang diberikan oleh BPPD. Dengan
asumsi, DPD telah mendapat simpati masyarakat karena proses penyusunan
nas}\ah akademik dan rancangan undang-undang yang partisipatif.

"Peluang kedua, terkait pula dengan yang pertama, DPD sebagai ]embdoa
baru perlu memaksimalkan pengembangan kapasitas kelembagaannya.
Pemanfaatan momen penyusunan naskah akademik niscaya tidak akan dapat
optimal jika tidak ada prosedur dan dukungan kelembagaan yang memadai.
DPD sebagai lembaga yang baru di Senayan menjadi suam peluang tersendir.
Banyak perhatian, tenaga, pemikiran, dan sumber daya, yang mungkin
dimobilisasi untuk membangun kapasitas DPD. Bahkan, kelemahan organisasi
dan manajamen di DPR, bila memang dapat diidentifikasi, akan menjadi masukan
yang baik bagi pembentukan kapasitas kelembagaan DPD.

. Hal penting yang perlu dilihat periama kali adalah perlunya institusi,
pendukunc berupa perancang profesional serta tim peneliti. Idealnya, DPD
nantinya tidak lagi akan membahas secara rinci kata-kata, titik-koma, pasal
per pasal, untuk setiap rancangan undang-undang. Perlu ada sekelompok tenaga
perancang dan tim peneliti yang diorganisasikan secara profesional di bawah
DPD. Sebagai perbandingan, dengan mempelajari kelemahannya, adalah staf
perancang yang ada di bawah Asisten I Sekretaris Jenderal DPR dan Pusat
Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P31) DPR. Memang ada beberapa kritik

terhadap keberadaan staf perancang dan P31 vang belum dimanfaatkan secara
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maksimal oleh anggota DPR.* Untuk itu, DPDnantinya tidak hanya perlu
membuat organisasinya, tetapi juga membuat prosedur yang efekiif agar asistensi
dari staf perancang ini dapat maksimal. Stafinilah yang nantinya harus dapat

B membantu anggota DPD daiam melakukan analisis pemancl{a kepentingan; ...

pemetaan masalah sosial yang akan diatur dalam suatu rancangan undang-
undang, sampai dengan menggali, mengolah, dan merespon masukan yang
didapat dari masyarakat dalam berbagai dialog yang dilakukan oleh anggota
DPD. 0 s o e T e

G _;Yang sama pentingnya adalah pembuatan 'mé}{an_i_sﬁ_ie pembahasan yang
jelas:dan transparan.  Walaupun peraturan perundang;undangan tidak
menentukan jangka waktu untuk membahas suatu rancangan undang-undang,
akan baik bila DPD membuat ukuran-ukuran yang jelas dalam pembahasan
rancangan undang~undang Sebagai sebuah proses politik, tentunya pembahasan
rancangan undang-undang tidak akan dapat dibatasi secara ketat dari segi
waktu. Namun patokan lama pembahasan yang jelas akan membuat
akuntabilitas DPD lebih baik, Tentu saja perpanjangan waktu pembahasan sangat
dimungkinkan demi menghasilkan substansi rancangan undang-undang yang
lebih baik. Akan tetapi untuk dapat memperianggungjawabkan perlu ada
penjelasan kepada publik mengenai alasannya, sebagai bentuk
pertanggungjawaban DPD yang dalam operasional menogunakan uang publik
pembayar pajak.

Secara umum, prosedur yang jelas dan terukur untuk membahas suatu
rancangan undang-undang termasuk naskah akademiknya untuk diusulkan
kepada DPR, prosedur pembahasan dengan DPR, serta prosedur dalam
memberikan pertimbangan kepada DPR, sangat diperlukan bagi DPD, Suatu
preseden yang baik yang telah dilakukan oleh DPD adalah pembuatan mekanisme
yang yinci dan terukur mengenai pedoman pengawasan pelaksanaan undang-

“undéng terientu. Wewenang DPD dalam Pasal 46 UU 22/2003 ini diturunkan

menjadi Undang-Undang Tertentu. Di dalam keputusan ini dimuat: ruang lingkup,
objek, dan macam pengawasan, asas dan kerangka peraturan perundang-
undangan, mekanisme pengawasan, tindak lanjut hasﬁ pengawasan norma
pengawasan, serta laporan,

20 Stephen Sherlock, Srm_gglmg to Ckange: The Indonesian Parliament in an Era of Reformasi, A
report on the structure and operation of the Dewan Perwakilan Rakyar (DPR}), (Canberra: Center for

Democratic Institutions, 2003), him, 24-25. Lihat juga: Bivitri Susanti, dkk, “Catatan Kme[ja
Eaoiclasi T3DR 1000 AN0A Matatsn BOITE o agens - obnerig-l PP » € % s W

N ey i T sentastian egé ek

tanggal 30 September 2003 di 5. Widjojo Centre, Jakarm.
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Model s1stematlsa31 wewenang pengawasan ini dapat digunakan untuk

= membuat prosedur standar dalam (i) pengusulan rancangan undang- undang :
o tertenm ;@) pembahasan rancan gan—undan g-undang tertentu; dan (iit) pemberian ©
. _ _pertzmbangan untuk rancangan undanmundang tertentu Beberapa hal penting
- yang perlu damuat da}am standar prosedur yang mungkm saja dibuat dalam_ :
- 'bentuk Kepumsan DPD sebaommana unwk mekamsme pengawasan ini, adalah: -

1

Prosedur mtemal penyetujuan suatu masalah sosxa] yang akan dibuat menjadl :

o usulan rancangan undanmundang Hal ini mempakan aspek kelembagaan' :
i ﬁ:yang pentmo mengmgat keberagaman anggota DPD sendiri. Yang perfiu
dungat adalah pentmﬁnya menyepakati bukan hanya judul rancangan
s undang undang, tetapi juga topik dan tujuan pengaturannya. Perhatian hanya _
- pada Judui seringkali mengecoh pembahasan substansi. '
Pembentukan tim yang membahas dan menyusun naskah akademik dan

o rancangan undang-undang, yang terdiri dari staf sekretariat DPD (perancang

- danpeneliti), serta sekelompok anggota DPD sendiri yang akan mengawasi

--kerja tim penyusun. Tim penyusun ini bertugas melakukan riset, upaya
o "menggah masukan masyarakat, serta menyusun hasil riset dan masu}(an

- menjadi naskah akademis dan rancangan undang-undang.
Prosedur internal untuk mengawasi kerja tim penyusun agar sesuai dengan

fujuan yang disepakati bersama. :

Mekanisme standar penyusunan naskah akademis dan rancangan undang-

undang yang terdiri dari: -

a. Idemtifikasi pemangku kepentingan rancangan undang-undang
*dimaksud, baik di tingkat daerah maupun pusat.

- b. - Pengundangan para pemangku kepentingan tersebutuntukmembenkan

~masukan tertulis dalam jangka waktu yang cukup untuk membuat
.. masukan yang berkualitas, misalnya dalam waktu satu bulan. Sebab,

- waktu yang terlalu singkat juga tidak akan efektif untuk mendapatkan

- masukan yang substansial. :
c. Pengu_ndangan para pemangku kepentingan untuk berdiskusi secara
langsung dengan tim penyusun dengan jadwal yang jelas dan terbuka.
d. Penyebarluasan gagasan pokok rancangan undang-undang dimaksud
kepada selurah anggota DPD untuk mendapatkan masukan ketika
melakukan kunjungan kerja. Bila mungkin, tim penyusun juga
membuatkan bahan simulasi atay pertanvaan kunci yang akan
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. ‘memudahkan anggota DPD mengkomunikasikan gagasannya kepada
“omasyarakat luas dan ‘mendapatkan masukan yang substansial.

Pembahasan juga sebaiknya dilakukan dalam bentuk diskusi-diskusi.

- kecil yang terarah dengan fasilitator diskusi yang mengacupadakeluaran
{output) yang direncanakan, bukan sekadar agenda acara. Pendekatan
.semacam ini akan lebih efekiif daripada mengadakan seminar biasa

.- dengan satu—dna orang pembzcara dan culah pendapat dari para peserta _

: dalan wakiu yang singkat. " '
i Tim  penyusun mengkolek51 dan memﬂah masukan dau masyarakat yang_ L
. didapat dari para pemangku kepentmgan Untuk bahan-bahan yang

. dianggap tidak relevan atau tidak dapat dimasukkan dalam rancangan

undang-undang dlmaksud dibuatkan surat jawaban disertai alasan
penolakannya.

5. Keterbukaar: mekanisme pembahasan (atau pemberian perﬁmbangan)
_ kepada DPR, yanﬁ mencalkup: '

a.

Akses masyarakat terhadap naskah pengusulan, pembahasan, atau
periimbangan tertulis DPD kepada DPR. Naskah-naskah ini dapat

ditampilkan dalam situs internet DPD maupun media lainnya yang
tersedia, termasuk pada kantor-kantor konstituensi anggota DPD di

PIOVINSi-Provinsi.

Informasi DPD kepada publik, melalui konferensi pers atau diskusi,
mengenai kemajuan pembahasan dimaksnd. Termasuk dalam upaya
ini adalah penyebariuasan kemajuan tersebut mejaiui kunjungan kerja
anggota.

6. Pemberian Laporan akhir kepada publik, yang isinya proses pembahasan
dengan DPR, termasuk sejauh mana DPR dan pemerintah merespon
pemikiran yﬁng disampaikan DPD. Pemberian laporan akhir ini dilakukan

- secara tertulis dan dapat disebarluaskan melalui situs internet, konferensi
pers, serta dalam dialog-dialog ataupun diskusi yang dilaksanakan selama
kunjungan kerja.

Tentunya masih banyak langkah lainnya yang dapat digali untuk menguatican
institusi dan prosedur internal DPD ini. Yang terpenting, kata kunci yang mestinya
dijadikan acuan dalam mengembangkan dua hal ini adalah ‘menguatkan legitimast
DPD sebagai lembaga perwakilan’. Kata kunciini lantas perlu diturunkan
ke pringip-pringip partisipasi, transparansi, dan akuniabilitas politik,
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A "_-Harapannya dcngan adanya penﬂuaian-penguatan ini, keberadaan DPD akan_.

- _'_'_semalqn dxdukung oleh masyalakqt dan pada 01111an11ya bisa menguatkan :

B dukungan untuk pembentukan blkameral yange efektxf

L Tuhsan sm okat 1;11 beranjak daﬂ mempersoalkan kembah keberadaqn '
S '_'__DPD sebaoal bagian dam paﬂemen blkameral Hai ini pel Tu dﬂakukan kar ena::: _
o i temyata suht untuk memula.z argamen mengena.l peran 1deal DPD dalam ploses" i

na DPD meman 4 Jauh dan ideal lembacra perwaécﬂan Tuhsan ini |

B "'E'berasums: bahwa DPD sesunUgUhn}’a bukan bagian dari parlemen bikamer al.

- y -Mal ah seben amya [ H ]jD hasﬂ funandemen belum menerapkan bik'imeral karena B
o -:DPD tidak mempunyau fung31—ﬁmg51 lembaga pelwa}qlan '

_ Sudah dloanskan dalam konsutum wewenana DPD yang banya
: membenkan pemmbangan daIam kese}uruhan fung51 lembaoa perwakﬂan
-'lecr1slas1 pengawasan, ‘dan anggaran (budgetef) Sedangkan keseluruhan
_ pen crambllan Leputusan dﬂakukan oleh DPR

_ Namun bagaunanapun DPD pellu lcbxh cer dlk dai am memanfaatkan

peluang peluamﬂ dalam ketezbatasan 1ni. Kenyataan bahwa Lea. gotaan DPD
terdm dari walul—wakﬂ yang chplhh lancfsuncr g tanpa melalui parta: dapat dilihat
sebaga1 suatu peluang. Juga  dapat dilihat sebagai peluang, sumber daya yang
dimiliki oleh DPD, bazk daiam h'll dukun gan dana, maupun dukungan
kelembagaan Namun untuk itu semua, dmerEukan str ategz yang matang serta
kelihaian dalam men ggunakan jalur-jalur komunikasi dengan publik dalam
menunjukkan kinerjanya. Semua ini harus dilakukan sebagai bagian dari upaya
memban gun smtem b}k'uneral yang efeknf di masa yang akan datang, dengan
dua dewan yano mem;h}ﬂ kekuatan setara sehmoga dapat berkompetlsl dan
menghasﬂkan 51stem checks and balcmces _
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